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ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan
dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, bahwa untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, perlu adanya Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir,
berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Samosir tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

- Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ini adalah Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan
Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4346); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5952);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum



- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor
55/HM.04/1217/2/2021 tentang penetapan struktur pejabat pengelola
informasi dan dokumentasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten

samosir

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Samosir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
tanggal 2 November 2021
- Lampiran 1 halaman



